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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut 

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi 

dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan 

kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari 

sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan 

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi 

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup 

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan 

semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). 

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat diwajibkan 

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP). Penyusunan 

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian 
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kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target 

yang telah ditetapkan. 

 

B. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat  

mempunyai tugas dan kewajiban : 

(1) Dinas PPKBPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh M DANANG HARI 

SUSENO, SAG MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural 

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini: 

C. Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat  mempunyai 

struktur organisasi yang terdiri dari : 

1. Sekretariat 

2. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera 

3. BIdang Pengendalian Penduduk 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 
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5. Bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Anak 

6. UPT PPA 

 

 

     Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 

39 orang yang terdiri dari 28 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)  Sebanyak 75% pegawai 

berjenis kelamin Perempuan, dan  25% laki-laki. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya  , 

sebanyak  3,57% dengan latar belakang Pendidikan SMA, 10,71% S-2, 85,71% Strata I .  

Berdarkan  Golongan kepangkatannya sebnayak I : 3,57% golongan I , sebanyak 8%, golongan 

IV 17, dan sebanyak 78,57% golongan III. 

D.  Peran Strategis  

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak mempunyai peranan  strategis dalam meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang Berdaya saing, melalui pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan 

perlindungan anak . 
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program-program yang mendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 Program Pengarusutamaan Gender 

 Program Perlindungan Perempuan 

 Program Pemenuhan Hak Anak 

 Program Perlindungan Khusus Anak 

 Program Pengendalian Penduduk 

 Program Keluarga Berencana 

 Program Keluarga Sejahtera 

 Program Penunjang Urusan 

 

 

E. Isu Strategis 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat 

terselesaikan selama periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang 

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. 

     Isu yang berkaitan dengan  Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, yaitu :  

1. Isu kekerasan terhadap anak dan Perempuan 

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa 

pada tahun 2021, dalam setahun terakhir, sebanyak 8,7% perempuan usia 15-64 tahun  
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pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan 

selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami 

kekerasan daripada di perdesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak 

dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja. Data 

ini menunjukkan bahwa 1 dari 11 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan 

atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini. 

Isu ini menjadi penting karena kasus – kasus kekerasan anak dan Perempuan ini 

seringkali tidak dilaporkan karena dianggap aib, sesuatu yang tabu, sehingga yang 

terlaporkan bisanya hanya sedikit dari yang sesungguhnya terjadi  

 

 
2. Isu kesetaraan gender  

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam 

pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai 

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan 

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan 

Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan 

perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan 

IPM Perempuan 

 
3. Isu pengendalian Penduduk 

Tingginya angka kelahiran total (TFR) menggambarkan jumlah rata-rata anak yang 

dilahirkan oleh Perempuan pada rentang usia subur ( 15-49) lebih dari 2 , sehingga 

menjadi penting untuk mengendalikan kelahiran sebagai Upaya mengendalikan 

penduduk. 
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 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

A. Rencana Strategis 

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis 

dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Rencana 

Pembangunan   Daerah  dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam 

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat. Rencana  Strategis 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang 

ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun yaitu dari tahun 2023 

sampai dengan Tahun 2026 . Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat 

terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa 

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah 

daerah akan menjadi akuntabel. 
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Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan daerah sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2023-2026 

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses 

penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022-2026 dengan 

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

     

a. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 
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komprehensif tentang bagaimana Dinas PPKBPPPA Kabupaten 

Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif 

dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang 

berisikanprogram-program indikatif untuk mewujudkan 

pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 

 

         Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana     tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya 

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah 

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih 

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan 

arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka 

upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui 

perumusan strategi, arah kebijakan dan program pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1 

TUJUAN, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya 

pengendalian 

penduduk,kesetaraan 

gender dan perlindungan 

anak 

Meningkatnya  

kepesertaan KB  

Pada PUS) 

Pengendalian 

pertumbuhan 

penduduk dan 

Penguatan 

pembinaan 

ketahanan dan 

kesejahteraan 

keluarga 

1. Peningkatan 

pelayanan KB 

yang terjangkau, 

bermutu dan 

efektif menuju 

terbentuknya 

keluarga kecil 

yang berkualitas 

2. Menguatnya 

pemaduan dan 

sinkronisasi 

kebijakan 

pengendalian 

penduduk 

Meningkatkan 

pengarusutamaan 

Gender dan 

Perlindungan Anak 

Peningkatan 

Peran 

Perempuan 

dalam 

Pembangunan 

Pengintegrasian 

kebijakan 

pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam 

kebijakan 

pembangunan 

Peningkatan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

anak dari 

berbagai tindak 

kekerasan, 

eksploitasi dan 

diskriminasi 

Perlindungan 

perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi dan 

berpartisipasi secara 

optimal dalam 

pembangunan sesuai 

dengan harkat dan 

martabat 

Peningkatan 

pemenuhan hak-

hak anak dalam 

pembangunan 

Penjaminan 

pemenuhan hak-hak 

anak agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang 

secara optimal 

 

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi 
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Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk 

mencapai Tujuan  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Tahun 2023-2026 sebanyak dua sasaran strategis. 

 

Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat 

 Tujuan  Sasaran Indikator 

Kinerja 

TARGET KINERJA 

2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Terwujudnya 

Pengendalian 

Penduduk , 

kesetraan 

Gender dan 

Perlindungan 

Anak 

Meningkatnya 

kesertaan BerKB 

bagi Pasangan 

Usia Subur 

Persentase  

peserta KB  

bagi Pasangan 

Usia Subur. 

mCPR 

69 70 71 72 

  Meningkatnya 

pengarusutamaan 

Gender dan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak) 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

69 69,5 70 70,5 

   IPKA 63,76 64,1 64,7 65 

   IPHA 59,03 60 62,7 63 

 

B. Strategi dan arah kebijakan 

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026 sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan adalah : 
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1.  Pengendalian pertumbuhan penduduk dan Penguatan pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

2. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan 

3.  Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak 

kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi 

4.  Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan 

 

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 sesuai 

dengan Strategi yang telah ditetapkan adalah : 

1. Peningkatan pelayanan KB yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju 

terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. 

2. Pengintegrasian kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 

kebijakan pembangunan. 

3. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi 

dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan 

harkat dan martabat 

4. Penjaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang secara optimal. 

 

C. Program dan Kegiatan Pembangunan 

Sesuai dengan arahan program yang mendukung sasaran Kabupaten 

Lampung Barat  , sesuai dengan RPD adalah sebagai berikut  : 

1. Program Keluarga Berencana. 

2. Program Pengendalian PendudukProgram Keluarga Sejahtera 

3. Program Pengarusutamaan Gender 

4. Program Pemberdayaan Perempuan 

5. Program Peningktan Kualitas Keluarga 

6. Program Sistem Data Gender Anak 
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7. Program pemenuhan Hak Anak 

8. Program perlindungan Khusus Anak 

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023-2026 sesuai dengan RPD 

Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 sesuai dengan arah kebijakan yang 

telah ditetapkan yaitu  : 

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan 

berdaya saing 

Tujuan  : Mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan 

kesetaraan  gender dan perlindungan anak 

Sasaran 1  : Meningkatnya  kepesertaan ber KB  Pada PUS 

, meliputi  : 

a. Program Keluarga Berencana melalui kegiatan  : 

1) Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local 

2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB), 

3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat 

Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah 

Kabupaten/Kota 

4) Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam 

pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB 

 

b. Program Pengendalian Penduduk 

Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 

1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dengan pemda 

kab/kot dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 
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2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota, 

  

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

Memiliki satu kegiatan yaitu 

1) Pelaksanaan pembangunan Keluarga Melalaui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Sasaran 2 : Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan 

Perempuan dan Anak,  

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Dengan kegiatan sebagai berikut  

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota 

 2). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kot 

b. Program Perlindungan  Perempuan 

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten Kotapaten Kota 

 

2) Penyediaan Layanan Rujulan Lanjutan Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus,  

3) Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan  Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota,  

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 

layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di 

Kewenangan Kabupaten/Kota. 

 

c. Program Pemenuhan Hak Anak 

Terdiri dari dua kegiatan yaitu 
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1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, 

dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

2) Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota,  

d. . Program Perlindungan Khusus Anak 

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para 

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kotam  

2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat 

daerah /kota,  

e. . Program Penunjang Pemerintahan Daerah 

       terdiri dari kegiatan : 

1) Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat  

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah,  

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan sub kegiatan: 

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: 

 

B. Perjanjian Kinerja  dan Kerangka Pendanaan 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah 

atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang 
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serta sumber daya yang tersedia. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima 

amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, 

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 

2023 dengan uraian sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2.3 
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Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya kesertaan KB 

pada Pasangan Usia Subur 

Prevalensi  Kontrasepsi Modern 

(mCPR 

69 

 2 Meningkatnya 

pengarusutamaan Gender dan 

Perlindungan Perempuan dan 

Anak) 

IDG 69 

IPKA 63.76 

IPA 59.03 

    

 

 

Program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 merupakan 

program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN  Kabupaten 

Lampung Barat yang merupakan program prioritas Kabupaten mendukung 

pencapaian sasaran RPD.  

Tabel 2.4. 

Rincian  Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 

Kode  
Program, Kegiatan dan 
Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 
Program (Outcome), 
Kegiatan (Output) dan 
Subkegiatan (Output) 

 
 
Pagu Usulan 

APBD Murni 
2023 

APBD 
Perubahan 
 2023 

 

 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                  
13,380,785,68
0             

9,619,490,388  
                       
9,245,359,344  

 

01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah Dinas PPKB 
PPPA 

                  
3,985,976,000  

  
                       
3,027,660,444  

 

01.2.01 
Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang 
disusun 

                      
34,000,000  

                
30,673,000  

                             
30,673,000  
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01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Kegiatan 
Administrasi Keuangan 
PD yang dilaksanakan 

              
2,644,301,000  

           
2,812,367,598  

                       
2,581,416,754  

 

01.2.05 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
PPKBPPPA yang 
dilaksanakan 

                      
30,000,000  

                   
5,875,000  

                               
5,875,000  

 

01.2.06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
PPKBPPPA yang 
dilaksanakan 

                    
204,500,000  

              
111,157,950  

                          
126,427,950  

 

01.2.07 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
yang dilaksanakan 

                    
515,000,000  

                                 
-    

                                             
-    

 

01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

                    
182,025,000  

              
114,153,000  

                             
95,653,000  

 

01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

emeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

                    
376,150,000  

              
337,564,740  

                          
187,614,740  

 

  
URUSAN WAJIB NON 
PELAYANAN DASAR 

  

      
 

2.08 URUSAN PEMERINTAH 
BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

                    
2,474,119,300  

    

 

2.08.02 PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

Meningkatnya 
anggaran responsif 
gender pada APBD 

                    
333,031,000  

              
286,193,000  

                          
377,920,500  

 

2.08.02.2.01 PELEMBAGAAN 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER(PUG) pada 
LEMBAGA PEMERINTAH 
KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA 

Jumlahperangkat 
daerah yang mengikuti 
advokasi dan 
sosialisasi kebijakan 
PUG dan PPRG 

                    
333,031,000  

              
286,193,000  

                                             
-    

 

  Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
pemberdayaan perempuan 
kewenangan daerah 
kabupaten/kota 

                                        
-  

  
                          
377,920,500  

 

2.08.03 
PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

persentase perempuan 
korban kekerasan dan 
TPPO yang mendapat 
layanan komprehensip 

                    
508,906,500  

              
115,895,800  

                          
111,557,400  

 

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta yang 
diedukasi tentang 
pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 

                    
170,000,000  

                
43,795,000  

                             
43,795,000  

 

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
Memerlukan 

Jumlah layanan tindak 
lanjut pengaduan yang 
memerlukan koordinasi 
dan sinkronisasi bagi 
perempuan korban 

                      
72,100,500  

             
72,100,300  

                             
67,761,900  
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Koordinasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

kekerasan kewenangan 
kab kota 

2.08.03.2.03 Penguatan dan 
pengembangan lembaga 
penyedia layanan 
perlindungan perempuan 
tingkat daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia lembaga 
Penyedia Layananan 
penanganan bagi 
perempuan  korban 
kekerasan 
kewenangan kab yang 

                    
266,806,000  

                                 
-    

                                             
-    

 

2.08.04.  
Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

% kader perempuan 
yang dibina 

                    
454,945,500                  

49,190,400  
                                             
-    

 

2.08.04.2.01  Peningkatan Kualitas 
Keluarga Dalam 
Mewujudkan Kesetaraan 
Gender (KG) dan Hak Anak 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota   

Jumlah kader P3KSS 
dan GSI yang dibina 

                    
364,945,500  

                
49,190,400  

                                             
-    

 

2.08.04.2.02 Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga 
dalam Mewujudkan KG 
dan Hak Anak yang 
Wilayah Kerjanya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pekon terbaik 
pelaksana P3KSS dan 
GSI 

                      
90,000,000  

                                 
-      

 

        

    
 

2.08.05 PROGRAM 
PENGELOLAAN SISTEM 
DATA GENDER DAN 
ANAK 

% OPD yang 
memanfaatkan data 
pilah gender 

                      
60,000,000  

                
36,887,500    

 

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian Data 
Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Profil Data 
terpilah Gender yang 
tersusun 

                      
60,000,000  

                
36,887,500    

 

  
  

    

    
 

2.08.06 
PROGRAM PEMENUHN 
HAK ANAK 

Terpenuhinya  Hak-hak 
anak 

                   
565,000,000                  

65,048,000  
                             
65,048,000  

 

2.08.06.2.01. Pelembagaan PHA pada 
Lembaga  Pemerintah, 
Non Pemerintah dan Dunia 
Usaha Kewenangan 
Kabupaten Kota 

Jumlah Perangkat 
daerah yang diadvokasi 

                    
100,000,000  

                                 
-    

                             
65,048,000  

 

2.08.06.2.02. Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
penyedia Layanan 
Peningkatan Kwalitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

jumlah lembaga 
penyedia yang 
mengikuti bimktek 

                    
465,000,000  

                
65,048,000  

                                             
-    

 

2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS 
ANAK 

Persentase anak 
korban kekerasan yang 
mendapat layanan 
komprehensif 

                    
552,236,300  

  
                          
464,110,100  

 

2.08.07.2. Pencegahan Kekerasan 
terhadap Anak yang 

                      
154,494,000                

101,451,600  
                          
202,772,400  

 



LKjIP PPKBPPA 2023 

19 
 

melibatkan para pihak 
lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.08.07.2.02 Penyedia Layanan Bagi  
Anak yang memerlukan 
Perlindungan Khusus 
Yang memerlukan 
Koordinasi Tingkat Daerah 
Kabuapten/Kota 

Jumlah layanan yang 
disediakan bagi anak 
yang memerlukan 
perlindungan khusus 

                    
320,936,000  

              
277,164,000  

                          
186,741,700  

 

2.08.07.2.03 Penguatan dan 
Pengembangan 
LembagaPenyedia 
Layanan Bagi Anak yang 
memerlukan Perlindunga 
Khusus tingkat Daerak 
Kabupaten/Kota 

Jumlah anak yang 
memerlukan 
perlindungan khusus 
mendapatkan layanan 
pengaduan  

                      
76,806,300  

                
76,805,900  

                             
74,596,000  

 

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

                    
6,920,690,380  

    

 

2.14.02 
 Program Pengendalian 
Penduduk 

% masyarakat yang 
terpapar bangga 
kencana  

                    
645,000,000                

238,500,000  
                          
425,788,900  

 

2.14.02.2.01    Pemaduan dan 
sinkronisasi kebijakan 
pemda provinsi dg pemda 
kab/kot dlm rangka 
pengendalian kuantitas 
penduduk 

Jumlah dokumen 
GDPK disusun 

                    
350,000,000  

                
56,800,000  

                          
271,588,900  

 

2.14.02.2.02  Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen  Profil 
kependudukan , 
keluarga berencana 
dan pembangunan 
keluarga 

                    
295,000,000  

              
181,700,000  

                          
154,200,000  

 

2.14.03  
Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 

Peserta KB Aktif ( PA) 
MKJP 

                  
4,037,000,000  

           
3,205,700,400  

                       
3,058,774,000  

 

  

  
% PUS yang tidak 
terlayani/ Unmeet need       

 

2.14.03 2.01 Pelaksanaan Advokasi 
Komunikasi dan Informasi 
edukasi pengendalian 
penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal 

Jumlah pelaksanaan 
rapat koordinasi tingkat 
kecamatan  

                    
190,000,000  

           
1,227,249,900  

                       
1,227,249,900  

 

2.14.03 2.02 Pendayagunaan Tenaga 
Penyuluh KB/ Petugas 
KB  

Persentaser peserta 
KB Baru  

                    
210,000,000                

505,600,000  

                          
505,600,00
0  

 

2.14.03 2.03 Pengendalian dan 
Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
pelayanan KB di 
Faskes dan 
jejaringnya 

                  
2,387,000,00
0  

              
681,850,500  

                          
634,924,10
0  

 

2.14.03 2.04 Pemberdayaan  dan 
Peningkatan Peran 
Serta Organisasi dan 
Kemasyarakatan tingkat 
daerah kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan 
pelayanan dan 

Jumlah kampung 
KB berkembang 
dan Mandiri  

                  
1,250,000,00
0  

              
791,000,000  

                          
691,000,00
0  
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pembinaan kesertaan 
berKB 

2.14.04 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 

indeks 
pembangunan 
keluarga 

                  
2,238,690,38
0  

  

                       
1,714,500,0
00  

 

2.14.04.2.01 Pelaksanaan 
Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan 
ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga 

Persentase 
kelompok kegiatan 
yang dibina 

                  
2,238,690,38
0  

           
1,754,862,500  

                       
1,714,500,0
00  

 

B. Target Kinerja Tahun 2023 menurut Renstra  

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lampung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Target Indikator Kinerja Utama 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja TARGET KINERJA 

Terwujudnya 

Pengendalian Penduduk 

, kesetraan Gender dan 

Perlindungan Anak 

Meningkatnya kesertaan BerKB 

bagi Pasangan Usia Subur 

Persentase  peserta 

KB  bagi Pasangan 

Usia Subur. mCPR 

69 

Meningkatnya pengarusutamaan 

Gender dan Perlindungan 

Perempuan dan Anak) 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

69 

IPKA 63,76 

IPHA 59,63 

 

 

Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra 

Program, Kegiatan dan 
Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome), 
Kegiatan (Output) dan 
Subkegiatan (Output) 

Data 
Capaian 
Renstra 
Periode 

Sebelumnya 
(Realisasi 
2018 s.d 

2021) 

Data 
Capaian 

Awal 
Perencanaan 
Tahun 2021) 

Target Kinerja Program dan 
Kerangka Pendanaan 

Tahun 2023 

Target  Rp  

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 

      100  
14,617,206,680  
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DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH KAB/KOTA 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah Dinas PPKB 
PPPA 

79,02 79,02 80.00%    
3,985,976,000  

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang 
disusun 

18 
Dokumen 

19 dokumen 27 dokumen         
34,000,000  

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Kegiatan 
Administrasi Keuangan 
PD yang dilaksanakan 

100% 100% 100%    
2,644,301,000  

            

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
PPKBPPPA yang 
dilaksanakan 

100% 100% 100%         
30,000,000  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
PPKBPPPA yang 
dilaksanakan 

100% 100% 100%       
204,500,000  

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
yang dilaksanakan 

100% 100% 100%       
515,000,000  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100% 100% 100%       
182,025,000  

  
          

URUSAN WAJIB NON 
PELAYANAN DASAR 

        

  

URUSAN PEMERINTAH 
BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

      37,79    
2,543,540,300  

PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

Meningkatnya 
anggaran responsif 
gender pada APBD 

10% 10% 10%       
333,031,000  

PELEMBAGAAN 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER(PUG) pada 
LEMBAGA PEMERINTAH 
KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA 

Jumlahperangkat 
daerah yang mengikuti 
advokasi dan 
sosialisasi kebijakan 
PUG dan PPRG 

  100 55(  OPD dan 
Kec) 

      
333,031,000  

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan 
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Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

persentase perempuan 
korban kekerasan dan 
TPPO yang mendapat 
layanan komprehensip 

0% 0% 50%       
508,906,500  

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta yang 
diedukasi tentang 
pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 

  100 120 orang       
170,000,000  

Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
Memerlukan 
Koordinasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah layanan tindak 
lanjut pengaduan yang 
memerlukan koordinasi 
dan sinkronisasi bagi 
perempuan korban 
kekerasan kewenangan 
kab kota 

3 layanan 3 layanan 6 layanan         
72,100,500  

Penguatan dan 
pengembangan lembaga 
penyedia layanan 
perlindungan perempuan 
tingkat daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia lembaga 
Penyedia Layananan 
penanganan bagi 
perempuan  korban 
kekerasan 
kewenangan kab 
yang 

    60 orang       
266,806,000  

Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

% keluarga berkualitas  1350 orang 1350 orang 20%       
454,945,500  

Peningkatan Kualitas 
Keluarga Dalam 
Mewujudkan Kesetaraan 
Gender (KG) dan Hak 
Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota   

      150 orang       
364,945,500  

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga 
dalam Mewujudkan KG 
dan Hak Anak yang 
Wilayah Kerjanya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pekon terbaik 
pelaksana P3KSS  

4 pekon 1 pekon 1 pekon         
90,000,000  

PROGRAM 
PENGELOLAAN SISTEM 
DATA GENDER DAN 
ANAK 

% OPD yang 
memanfaatkan data 
pilah gender 

    30%         
60,000,000  

Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian 
Data Gender dan Anak 
Dalam Kelembagaan Data 
di Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Profil Data 
terpilah Gender yang 
tersusun 

  50 buku 50 buku         
60,000,000  

PROGRAM PEMENUHN 
HAK ANAK 

Terpenuhinya  Hak-hak 
anak 

580 580 580       
565,000,000  

Pelembagaan PHA pada 
Lembaga  Pemerintah, 
Non Pemerintah dan 
Dunia Usaha 
Kewenangan Kabupaten 
Kota 

Jumlah Perangkat 
daerah yang diadvokasi 

  100 55 PD       
100,000,000  
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Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
penyedia Layanan 
Peningkatan Kwalitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

jumlah lembaga 
penyedia yang 
mengikuti bimktek 

    3 lembaga       
465,000,000  

PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

Persentase anak 
korban kekerasan yang 
mendapat layanan 
komprehensif 

    60%       
621,657,300  

Pencegahan Kekerasan 
terhadap Anak yang 
melibatkan para pihak 
lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

      55 PD       
154,494,000  

Penyedia Layanan Bagi  
Anak yang memerlukan 
Perlindungan Khusus 
Yang memerlukan 
Koordinasi Tingkat 
Daerah Kabuapten/Kota 

Jumlah layanan yang 
disediakan bagi anak 
yang memerlukan 
perlindungan khusus 

    3 ( Layanan 
:Konseling, 

penjangkauan, 
pendampingan) 

      
390,357,000  

Penguatan dan 
Pengembangan 
LembagaPenyedia 
Layanan Bagi Anak yang 
memerlukan Perlindunga 
Khusus tingkat Daerak 
Kabupaten/Kota 

Jumlah anak yang 
memerlukan 
perlindungan khusus 
mendapatkan layanan 
pengaduan  

    1 dokumen         
76,806,300  

URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

           
8,087,690,380  

 Program Pengendalian 
Penduduk 

% masyarakat yang 
terpapar bangga 
kencana  

45% 45% 70%       
927,000,000  

  Pemaduan dan 
sinkronisasi kebijakan 
pemda provinsi dg 
pemda kab/kot dlm 
rangka pengendalian 
kuantitas penduduk 

Jumlah dokumen 
GDPK disusun 

     1 dokumen        
500,000,000  

 Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen  Profil 
kependudukan , 
keluarga berencana 
dan pembangunan 
keluarga 

    

50 dok 

      
427,000,000  

Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 

Peserta KB Aktif ( PA) 
MKJP     25% 

   
4,922,000,000  

  
% PUS yang tidak 
terlayani/ Unmeet need 16,4% 16,4% 16%   

Pelaksanaan Advokasi 
Komunikasi dan 
Informasi edukasi 
pengendalian penduduk 
dan KB sesuai kearifan 
budaya lokal 

Jumlah pelaksanaan 
rapat koordinasi 
tingkat kecamatan  

    4 kali    
1,075,000,000  

Pendayagunaan Tenaga 
Penyuluh KB/ Petugas 
KB  

Persentaser peserta 
KB Baru  

    80%       
210,000,000  
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Pengendalian dan 
Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat 
Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
pelayanan KB di 
Faskes dan jejaringnya 

    12 bulan    
2,387,000,000  

Pemberdayaan  dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi dan 
Kemasyarakatan tingkat 
daerah kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan 
pelayanan dan 
pembinaan kesertaan 
berKB 

Jumlah kampung KB 
berkembang dan 
Mandiri  

59 pratama 59 pratama 5 pekon 
berkembang, 

1 mandiri 

   
1,250,000,000  

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

indeks pembangunan 
keluarga 

  52 52,52    
2,238,690,380  
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Pengukuran Kinerja 

 
Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target kinerja sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2023, maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data yang relevan dengan setiap 

indikator kinerja sasaran. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas 

dan terukur merupakan media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan 

kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023. 

Persentase capaian kinerja dilakukan dengan membagi realisasi kinerja 

dengan target dengan rumus sebagai berikut: 

 Kondisi 1: 

 
Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin tinggi, 

maka digunakan rumus: 

Capaian indikator kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100% 

 

 

 Kondisi 2: 

 
Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja semakin rendah maka 

 
digunakan rumus: 

Capaian indikator kinerja 
= 

Rencana – Realisasi x 100 % 

Rencana 
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BAB III 

KAPASITAS ORGANISASI 

 

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. 

Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan 

roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya 

manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu 

dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan 

tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak 

dicapai 

 

Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki jumlah pegawai sebanyak 28 

orang dengan berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah gambaran distribusi 

pegawai berdasarkan jenis kelamain, golongan jabatan dan Pendidikan  

Gambar : 3.1 

 

Dari digram diatas terlihat bahwa 78,57% pegawai Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

17.8

78.57

3.57

Persentase Pegawai Dinas Pengendalian penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

IV III II
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Perlindungan Anak adalah golongan III, 17,8% golongan IV dan 3,57% 

golongan I. 

Gambar: 3.2 

 

  

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 85,7% pegawai Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak berpendidikan Strata 1, 10,7% lulusan S-2 dan 3,57% 

lulusan dari SMA. 

Grafik : 3.3 

 

 

46,4 % Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru mendapatkan 

Diklat Prajabatan, 39,3% mendapatkan Diklat Kepemimpinan (PIM)  IV, 10,7% 

mendapatkan Diklat PIM III, dan 0% yang mendapatkan Diklat PIM II. 

 

10.71

85.71

3.57

Persentase Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

S2 S 1 SMA

46.4

39.3

10.7

0
3.6
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Prajab PIM IV PIM III PIM II belum prajab

Persentase Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Tahun 2023 Berdasarkan Diklat 

Kepemimpinan
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Dari hasil Analisa Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 terlihat masih 

banyak kekurangan pegawai terutama di Sekretariat , Bidang Dalduk, dan juga 

bidang bidang yang lain serta UPT PPPA. 

 

 

A. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA 

Dibawah ini adalah daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas 

PPKBPPPA . 

Tabel : 3.1    Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana 

NO BARANG JUMLAH 

1 MEJA 1/2 BIRO 23 

2 KURSI 1/2 BIRO 16 

3 KOMPUTER PC 6 

4 LCD PROJECTOR 4 

5 LAPTOP 9 

6 PROYEKTOR 8 

7 MEJA KERJA KANTOR 3 

8 KURSI LIPAT 6 

9 KURSI HADAP 8 

10 PRINTER 4 

11 FILING KABINET 3 LACI 3 

12 GORDYN 8 

13 MEJA 4 

14 KURSI KERJA 4 

15 LEMARI 2 

16 WALL EXHAUST FAN 4 

17 KIPAS ANGIN 3 

18 RAK BUKU 1 

19 AIR CONDITIONER (AC) 1PK 1 

20 THERMOMETER RUANGAN 1 

21 VACUM CLEANER 1 

0 5 10 15 20 25

Kepala Dinas

sekretariat

Bidang KB

Bidang Dalduk

Bidang PP

Bidang PA

UPT

Tabel Kebutuhan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan AnakTahun 2023

terisi kebutuhan
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22 TEMPAT SAMPAH 1 

23 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 1 

24 TROLI PENGANGKUT BARANG 1 

25 TANGGA ALMUNIUM 1 

26 LEMARI OBAT 2 

27 GENERATOR SET 2 

28 FILING KABINET 4 LACI 1 

29 KURSI PLASTIK 14 

30 WIRELES 3 

31 FAXIMILE 1 

32 DIGITAL CAMERA 1 

33 ABSEN SIDIK JARI 1 

34 MESIN KETIK 2 

35 LEMARI ARSIP KAYU 2 

36 BRANKAS 1 

37 STABILIZER 1 

38 SMARTPHONE/TAB 3 

39 LEMARI KAYU 2 

40 RECEIVER PARABOLA 1 

41 LED TV 1 

42 KABEL VGA HDMI 1 

43 WEB CAM LOGITECH 1 

44 TRIPOD 1 

45 BERETONE 15'' 2 

46 KABEL SPK 10 METER 2 

47 TIANG SPK 2 

48 MICROPHONE WIRELESS PEWDIEPIE ARTIST 1 

49 MIXER SOUNDBEST 1 

50 FILING CABINET 1 

51 MEJA KERJA ESELON IV  2 

52 MESIN PENGHANCUR KERTAS 1 

53 MEJA KANTOR (FRONT OFFICE) 1 

54 PROYEKTOR/LCD DAN PERLENGKAPANNYA 1 
 

 

B. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2023 

Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yang 

disahkan pada DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Tahun 2023 

sebesar Rp 9.619.490.388 ( Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta 

Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) yang 

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.817.636.598, Belanja Barang dan Jasa Rp. 

6.442.013.790 dan belanja Hibah 315.000.000. Anggaran tersebut yang 

digunakan untuk membiayai 10 Program, 23 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan 

 

Terdapat pengurangan anggaran di Dinas PPKBPPPA menjadi 

9,245,359,344   belanja pegawai 2.578.985.754, belanja barang jasa 
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6.296.533.590 dan belanja hibah sebesar 325.000.000 digunakan untuk 

membiayai 8  Program, 20 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan 
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Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa anggaran terbesar di Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak digunakan untuk Sekretariat yaitu terbesar adalah 

untuk Belanja Gaji Pegawai. Sedangkan yang digunakan untuk mencapai 

sasaran strategis OPD terbesar ada pada anggaran belanja Program 

Keluarga Berencana 33,3% dari pagu Dinas, 18,2% ada pada anggaran 

belanja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 

Pada kedua program sebagian besar bersumber dana dari Dana DAK Non 

Fisik BOKB dari BKKBN yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan 

pencapaian kepesertaan KB pada PUS, KIE serta operasional Balai 

Penyuluh KB,  serta sebagian digunakan untuk membantu dalam 

penanganan stunting. 

4,7% anggaran belanja digunakan untuk Program Perlindungan khusus 

anak yang sebagain besar bersumber dari Dana DAK BOPA dari 

Kementrian PPPA yang berkonsentrasi pada pencegahan Kekerasan 

terhadap anak dan perempuan 
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Setelah dilakukan Evaluasi Rencana Kerja pada pertengahan tahun 2023, 

maka dilakukan beberapa penyesuaian anggaran , dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Pada Triwulan I terdapat penyesuaian dikarenakan PMK no 212 dan 

terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK  BOKB ( BKKBN)  

maupun DAK BOPA yang berasal dari Kementrian PPPA  

2. Pada Triwulan II terdapat penyesuaian Pagu Belanja Alat BKB KIT 

Stunting, terdapat penurunan harga BKB Kit Stunting sehingga 

dilakukan penyesuaian belanja dengan penambahan volume. 

3. Pada perubahan murni tahun 2023 terdapat penyesuaian anggaran yaitu 

adanya pengurangan anggaran belanja pada belanja pengelola 

keuangan, dan belanja pemeliharaan kendaraan .  

4. Pada perubahan murni tahun 2023 terdapat penyesuaian anggaran yaitu 

adanya penambahan anggaran belanja pada belanja perjalanan dinas di 

Program Penunjang Urusan, dikarenakan banyaknya jumlah rapat 

koordinasi pada Tahun 2023. 
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BAB IV 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi 

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah 

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator 

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 

2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
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program, sasaran yang ditetapkan. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai 

dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan 

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja sasaran strategis, 

 

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran 

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian 

indikator kinerja sasaran. predikat capaian kinerja untuk realisasi 

capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Skala nilai pengukuran peringkat kerja

No Interval Nilai Realisasi 
Kinerja 

Rata-Rata % Capaian 
 

1 91% < 100% 
 

Sangat Tinggi 
 

2 76 < 90% 
 

Tinggi 
 

3 66 % < 75 % 
 

Sedang 
 

4 51 % < 65 % 
 

Rendah 
 



 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 
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5 < 50 % 
 

Sangat Rendah 
 

 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan 

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya 

kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas PPKBPPPA 

Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian 

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana 

Kerja Tahun 2023. 

 

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja 

ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA Tahun 

2023, dan Indikator Kinerja Utama Dinas PPKBPPPA  telah 

ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja 

(out comes). 

 

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 

Tabel 4.1  

Capaian Sasaran Strategis  

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2023 



 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 
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No 
SASARAN 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 

Meningkatnya  

kespesertaan KB  

Pada PUS 

Prevalensi  Kontrasepsi 

Modern (mCPR 
% 69 76,8% 111% 

2 

3 

4 

Meningkatnya 

pengarusutamaan 

Gender dan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak 

Indeks Pem 

berdayaan Gender (IDG) 
% 69 65.92 95,5 

IPKA % 63,76 75.35 118 

IPHA 
% 

 
59.03 61,78 104 

 

1. Prevalensi Kontrasepsi Modern mCPR 

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang sangat diperlukan 

program keluarga berencana sebagai upaya mengendalikan angka kelahiran. 

Dengan Program Keluarga berencana ini diharapkan Pasangan Usia Subur 

dapat mengakses program ini dan berpartisipasi menggunakan Alat Kontrasepsi 

Modern sebagai Upaya untuk : menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, 

ataupun membatasi kelahiran.  

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan program Pembangunan Keluarga 

Berencana yang dikenal dengan Bangga Kencana adalah dengan mengukur 

prevalensi penggunaan alat kontrasepsi modern atau dikenal dengan mCPR. 

Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril 

wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore 

Laktasi (MAL). 

Cara penghitungan mCPR, yaitu: Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun 

(pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi 
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dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya. Prevalensi dinyatakan dalam 

satuan persen (%). 

Dari tabel diatas dapat dilihat prevalensi Kontrasepsi modern di kabupaten Lampung 

Barat pada tahun 2023 sebesar 76,8%.  

 

Dari Grafik diatas dapat dilihat perbandingan capaian indicator mCPR pada 

tahun 2023  dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 5,79% . Hal ini 

dikarenakan pada tahun 2023 ini wabah covid sudah berlalu, sehingga 

masyarakat dapat mengakses pelayanan KB dengan mudah. 

Berikut adalah proses bisnis untuk program-program yang mendukung 

keberhasilan sasaran strategis ini.  

1. Program Pengendalian Penduduk 
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2. Program Keluarga Berencana  
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3. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera 

 

  

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki 

kontribusi yang positif untuk  Cakupan mCPR Propinsi Lampung. Pada Tahun 

2023 Kabupaten Lampung Barat masuk dalam urutan pertama di Propinsi 

Lampung. 
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2. Indeks Pemberdayaan Gender  

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan suatu indicator yang digunakan 

untuk mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 

3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam 

pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan 

perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan 

sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana 

pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

 

Capaian Angka Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 belum di rilis , 

sehingga yang dapat dibandingkan adalah capaian IDG pada tahun 2022 

dengan 2021.   

Dari grafik diatas terlihat terdapat penurunan sebanyak 4 point pada tahun 2022, 

hal ini kemungkinan terjadi karena turunnya pendapatan (ekonomi) dikarenakan 

pada tahun tersebut masih ada wabah covid. 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks pemberdayaan 

Perempuan di Kabupaten Lampung Barat masih dibawah dari Propinsi 

Lampung dan Nasional. Beberapa penyebab keadaan ini adalah : 

penghasilan perempuan dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga, 

keterlibatan perempuan dalam parlemen ( 17%)  serta kedudukan di dalam  

pemerintahan yang masih rendah. 
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3. INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)  

 

Upaya keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak diukur dengan Indeks 

Pemenuhan Hak Anak. Dimana hasilnya dapat dijadikan barometer  ), dimana 

hasilnya dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi 

pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPHA merupakan ukuran 

keberhasilan pemenuhan hak anak dari sisi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan 

Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  

pengukuran IPHA dilakukan oleh Kementrian PPPA yang hasilnya dirilis melalui 

SIGA dengan satuan Indeks. Pada tahun 2023 IPHA Kabupaten Lampung Barat 

mencapai 60,11  dengan uraian dari sisi Hak Sipil mendapatkan indeks 46,85 dan 

Kebebasan, Lingkungan Keluarga 72,dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar 

dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang. 
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Peta Proses Bisnis  

1. Program pemenuhan Hak Anak 
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IPKA 

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator 

yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh 

Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman 

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 
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BAB V. 
PENUTUP 

 
 
 

A. Simpulan Umum 
 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2023 .  

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya 

untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana 

diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan 

kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik 

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan 

analisis kinerja yang mencermienkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Kleuarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 

(satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci 

pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 5.2 tabel sasaran, indikator dan capaian 
 

 

No 
SASARAN 

Indikator Kinerja Utama 
Capaian 

% 

1 

Meningkatnya  

kespesertaan KB  Pada 

PUS 

Prevalensi  Kontrasepsi 

Modern (mCPR 
111% 

2 

3 

4 

Meningkatnya 

pengarusutamaan Gender 

dan Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) 
95,5 

IPKA 118 

IPHA 104 

 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran 

tersebut, 3 indikator melebihi 100% capaian, dan 1 indikator kurang dari 

100%.  Rerata capaian indicator 107,1 , ini berarti telah tercapai sesuai target 

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dalam Tahun Anggaran 2023 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai 

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.245.359.344 dan terealisasi sebesar 

Rp 8.714.414.862  atau 94%. 

Tingkat capaian kinerja dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 

2023 sebesar 107 % dan tingkat capaian realisasi anggran 94% dari total 

anggaran sebesar Rp. Rp. . 9.245.359.344  dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. Rp 8.714.414.862  (94%) , terdapat efisiensi sumberdaya pada 

tahun 2023 sebesar 6 % maka dapat disimpulkan bahawa dengan sarana 

dan prasarana yang tercantum diatas, Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

kabupaten Lampung Barat dapat mememaksimalkan kinerja dinas yang 

sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, meskipun masih 

terdapat beberapa kegiatan yang sudah tercantun di dalam renstra dinas 

belum dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan . 
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B. FAKTOR PENDUKUNG 
 
Terdapat beberapa indikator faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak adalah : 

 

NO Indikator Kinerja Individu Target 

2023 

Realisasi 

1 % PUS yang tidak terlayani/ Unmeet 

need 
17% 

6,5% 

2 Peserta KB Aktif ( PA) MKJP 25% 22,7% 

3 % Pekon yang menjadi  kampung KB 59% 77% 

4 % OPD yang menggunakan GDPK 

sebagai salah satu dasar 

perencanaan Pembangunan 

21% 0 

 

5 

I bangga 52.52% 60,31% 

6 MUKP 19.5 20 

7 % ARG pada APBD 3% 9% 

8 prevalensi perempuan usia 15 s/d 64  

tahun yang mengalami kekerasan 

dan TPPO dalam 12 bulan teakhir 

2% 0,001% 

9 Terpenuhinya  Hak-hak anak madya Madya 

    

 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada beberapa factor pendukung keberhasilan 

sasaran strategis yaitu : 

1. Rendahnya Un meet Need  

Un meet need adalah suatu keadaan Dimana PUS tidak dapat terlayani , hal 

ini disebabkan karena tidak memiliki akses , tidak memiliki keinginan untuk 

ber kB dsb, pada tahun 2023 kondisi ini menurun dibandingkan pada tahun 

2022. Salah satu factor yang menyebabkan karena sudah tidak ada pandemi 

covid 19 lagi, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan yang 

diadakan oleh petugas . 

 

2. % kampung KB meningkat 

 

Kampung Keluarga Berkualitas adalah kampung yang mandiri, tentram, dan 

bahagia, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah satuan 

wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi 

penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam 

seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
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keluarga dan masyarakat. Tujuan dan strategis pengelolaan Kampung 

Keluarga Berkualitas adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan 

Masyarakat melalui : 

1.      Mendekatkan pelayanan program KKBPK dan pelayanan dasar 

2.      Penguatan 8 fungsi keluarga 

3.      Partisipasi aktif masyarakat 

4.      Pembangunan yang terintegrasi lintas sektor 

Di Kabupaten Lampung Barat semula hanya 59 pekon , saat ini menjadi105 

pekon , saat ini posisinya mencapai 77%  

3. Indek Pembangunan keluarga meningkat 

4. MUKP meningkat 

5. % ARG meningkat 

 

C. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain adalah: 

1. Keinginan masyarakat dalam ber Kb masih didominasi pada pilihan KB Non 

MKJP 

2. Kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan masih banyak yang tidak 

dilaporkan karena dianggap aib 

3. Terbatasnya jumlah SDM untuk mencapai sasaran baik bidang urusan KB 

maupun PPPA 

 

D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pendayagunaan tenaga penggerak IMP dan PKB dalam 

KIE penggunaan KB MKJP  

2. Meningkatkan Koordinasi Tim Satgas PPA, PATBM serta Aparat 

Pekon, dan kecamatan dalam pelaporan kasus kekerasan yang terjadi 

3. Mengusulkan kekurangan staf di Dinas PPKBPPA 

 

4. Melakukan Evaluasi secara berkala pada target capaian kenerja 

mulai dari tingkatan individu maupun OPD minimal 3 bulan sekali 

(Evalusi Renja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja). 
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun 

pihak lain dan juga masyarakat yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat. 
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